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KATA PENGANTAR 
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lubuk pakam. Semua kegiatan data dala bentuk tertulis pada lampiran adalah 

merupakan bukti nyata pelaksanaan magang yang telah penulis laksanakan dalam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat yang  ini 

membawa pengaruh yang besar bagi seluruh aspek kehidupan.salah satu dari 

pengaruh yang bisa kita rasakan adalah tingginya tingkat persaingan dalam 

memperoleh kesempatan kerja. Hal ini tentu menjadi pendorong bagi kita untuk 

dapat menjadi tenaga kerja terampil dengan sumber daya manusia yang memadai 

guna meraih peluang yang terbatas. 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai salah 

satu lembaga pendidikan tertinggi, mempunyai program yang lebih menitik 

beratkan pada sistem pendidikan profesionalisme. Dengan harapan sistem tersebut 

dapat melahirkan sumber daya yang berkualitas, terampil, dan berdisiplin tinggi 

yang nantinya dapat memenuhi permintaan dunia kerja usaha. 

Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara (UMSU) telah menciptakan suatu programyang berkualitas dan 

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa/i sebelum 

menyelesaikan studinya. Program tersebut adalah dengan melaksanakan Program 

Pengalaman  Lapangan (PPL). Program Pengalaman  Lapangan dilaksanakan 

pada instansi pemerintah yang dimana jenis pekerjaan dan tempat PPL 

disesuaikan dengan jurusan masing-masing. 
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Melalui PPL mahasiswa/i berkesempatan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan dan memperaktekannya 

dengan terlibat langsung pada pekerjaan yang diberikan instansi pemerintah agar 

dapat meningkatkan pengalaman, keahlian, dan memperoleh gambaran dunia 

kerja nyata. 

Dengan demikian Program Pengalaman  Lapangan (PPL) ini 

merupakan langkah awal sebagai alat perkenalan mahasiswa/i pada dunia kerja. 

Karena dengan mengikuti program PPL maka mahasiswa tersebut tidak akan 

merasa kaku atau canggunng lagi saat kerja.  

KPP Pratama Lubuk pakam salah satu kantor pelanyanan pajak 

diwilayah medan yang melanyani pelaporan pajak oleh wajib pajak. Salah satu 

persyaratan untuk melaporkan pajak adalah melampirkan surat setoran pajak 

(SSP) yang diperoleh setelah melakukan penyetoran pajak terutangnya. 

B. Ruanng Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)  

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bentuk 

kerja yang dipraktekan langsung oleh mahasiswa/i disuatu kantor pelanyanan 

Pajak Pertama sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli madiya 

(Amd). Program pengalaman  Lapangan tersebut dilakukan mulai tanggal 01 

Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018. 

Dengan adanya Progaram Pengalaman Lapangan (PPL) ini diharapkan 

dapat meningkatkan pengenalan aspek usaha yang potensial dalam lapangan 

pekerjaan antara alin mengenal struktur Organisasi usaha, jenjang karir, 

pembagian kerja dan manajemen usaha. Selain itu PPL juga memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa/i untuk memasyarakatkan diri pada lingkungan 
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kerja yang sebenarnya baik karyawan (employes) maupun sebagai wiraswasta 

(entreprencur). Dan memperoleh masukan atau umpan baik guna memperbaiki 

dan mengembangkan kemampuan diri dengan disiplin ilmuyang dijalani. 

C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

1. tujuan PPL  

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, selalu memiliki tujuan sesuai 

dengan yanng diharapkan. Demikian dalam halnya Program Pengalaman  

Lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i jurusan manajemen perpajakkan di 

KPP Pratama Lubuk Pakam khususnya bagi mahasiswa yang bersangkutan. 

Adapun tujuan PPL ini adalah Untuk memperaktekan secara langsung 

kepada mahasiswa/i mengenai situasi dan masalah-masalah yang nyata dalam 

dunia kerja yang sebenarnya sehingga diharapkan mahasiswa dapat membedakan 

antara dunia kerja dan dunia pendidikan, menerapkan kemampuan teoritis 

kedalam dunia praktek sehingga mampu menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai 

dengan latar belakang bidang ilmu mahasiswa, menerapkan kemampuan 

mahasiswa/i untuk menjadi pribadi-pribadi mandiri, mampu besikap, mampu 

memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam dunia 

kerja,menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain didalam 

dunia kerja, menambah penngalaman dan wawasan bagi mahasiswa dalam 

mengetahui dunia kerja yang sebenarnya, dan sebagai salah satu syarat dalam 

menyusun laporan akhir serta untuk memperoleh gelar Ahli madya dibidang 

manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. sedangkan 

manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan sebagai hasil pelaksanaan 

Praktek Pengalaman Kerja Lapangan adalah : 
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2. Manfaat PPL 

a. Bagi mahasiswa  

Untuk meningkatkan profesionalisme memperluas wawasan serta 

menambah pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa/i dibidang perpajakan 

pada umumnya dan pada bidang kebeatan khususnya, untuk menciptakan dan 

menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan yang nantinya sangat 

dibutuhkan ketika memasukan dunia kerja yang sebenarnya, untuk melatih 

berkomunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan yang berbeda dari dunia 

kampus, untuk belajar bekerja sama dengan satu dalam satu tim untuk 

memotivasi pembelajaran yang lebih lanjut dan merangsang efisiensi dan 

produktifitas, dengan yang dilakukannya Program Pengalaman Lapangan 

(PPL), mahasiswa di tuntut subangsihnya terhadap instansi baik berupa saran 

maupun dan kritik an yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan 

untuk meningkatkan kinerja dilingkungan instansi tersebut, mengembangkan 

rasa tanggung jawab dan disiplin didalam dunia kerja, menumbuhkan rasa 

optimis dan percaya diri pada diri mahasiswa, sebagai sarana untuk 

mempromosikan diri di tempat Program pengalaman lapangan (PPL) 

dilaksanakan. 

b. Bagi lembaga Pendidikan  

Bila menjalin hubungan kerjasama antar lembaga Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah sumatera Utara dengan perusahaan atau instansi 

tempat mahasiswa melaksanakan PPL (Program Pengalaman Lapangan ), 

sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

untuk lebih mendalami lagi materi yang berkaitan dengan permasalahan yang 
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dihadapi penulis selama melaksanakan kegiatan PPL (Program Pengalaman 

lapangan), Sebagai sarana publikasi mengenai keberadaan lembaga pendidikan 

penulis, untuk menambah relasi kerja, memperoleh masukan dan umpan balik 

guna mengembangkan dan memperbaiki program S-1. 

c. Bagi perusahaan  

Perusahaan bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, Perusahaan bisa memberikan informasi dan pengetahhuan kepada 

mahasiswa tentang keadaan dunia keja, perusahaan bisa menciptakan tenaga 

yang profesional 
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BAB II 

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Kajian Teori dan Deskripsi Data 

a) Pengertian-pengertian  dalam ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakkan 

1.  Pengertian pajak 

Pengertian pajak secara umum adalah iuran pajak wajib yang dapat 

dipaksakajn berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan 

kontraprestasi secara langsung dan Negara. Dan dasar hukum pemungutan 

pajak termuat didalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : 

”Segala Pajak untuk Keperluan Negara Harus Berdasarkan Undang-undang”. 

Pengertian pajak oleh beberapa ahli dibidang perpajakkan adalah 

sebagai berikut: Menurut Undang-undang no 28 tahun 2007, pasal 1 angka (1) 

tentanng perubahan ketiga atas Undang-undang  No.26 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakkan  (KUP) sebagai mana telah 

diubah  dengan undang-undanng Nomor 16 Tahun 2009 bahwa “Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat”. 

Menurut Rochmat Soemitro  “pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tidak 
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mendapatkan jas timbal balik (kontra prestasi) yang langsunng dapat 

ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.  

Definisi tersebut kemudian dikoreksikan yang berbunyi sebagai 

berikutpajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan suplusnya digunakan untuk pucblic 

saving yang merupakan sumber utama untu membiyai public investment. 

Menurut Adriani, “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang 

dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan umum ( undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi 

kembali yang langnsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 

membiyai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubung tugas negara untuk 

menyelengarakan pemerintahan“ 

Sedang menurut Brock Horace “pajak adalah suatu pengalihan sumber 

dari sektor swata kesektor pemerintah, bukan dari akibat pelanggaran hukum, 

namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan  yanng ditetapkan lebih 

dahulu tanpa mendapat imbalan yang lanngsung dan profesional, agar 

pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan 

pemerintah“ 

2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, 

pemotongan pajak,dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakkan. 
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3) Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak 

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam 

suatu jangka watu tertentu sebagaimana dalam undang-undang. 

4) Surat ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meluputi Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan, atau Surat Ketetapan Lebih Bayar. 

5) Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada 

wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakkan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakkannya. 

6) Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari indonesia maupun dari luar 

indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan dalam suatu masa pajak denagn nama dan dalam bentuk apapun. 

7) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakkan. 

8) Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, oleh pajak dan/atau 

bbukan objek pajak , dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangnan perpajakkan. 

9) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 
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10) Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran apajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain kekas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk 

oleh Mentri Keuangan. 

B. DESKRIPSI DATA 

a) Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam  

Sejak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan 

melakukan modernisasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan (tax 

reform) dan refromasi birokrasi. Dilakukan perubahan paradigm perpajakan 

dengan mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak, yang dihimbau 

dengan pengawasan dan konsultasi. Untuk implementasinya dibentuk Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) modern dengan tiga model, yakni KPP Wajib Pajak Besar, 

KPP Madya, dan KPP Pratma. Salah satunya adalah KPP Pratama Lubuk Pakam 

yang terletak di Jalan Diponegoro No 42-44 Lubuk Pakam sebelum akhirnya 

pindah ke Jalan P. Diponegoro No. 30 A Medan. 

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

785/KMK.01/1993 tertanggal 3 agustus 1993 Kantor Pelayanan Pajak berubah 

menjadi 4 (empat) wilayah kerja yaitu : 

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur 

2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat 

3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara 

4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai 

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern 

yang beriorentasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi 
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Direktorat Jendral Pajak perlu di ubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat 

kebijakan maupun level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi 

kebijakan. Sebagai langkah pertam, untuk memudahkan wajib pajak, ketiga jenis 

kantor pajak yang ada yaitu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak 

(karipka) dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama). 

Adapun Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara 1 

(Kanwil Sumut 1) akan mengoperasikan delapan unit Kantor Pelayanan modern 

yang dijuluki Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Ke delapan KPP dimaksud yakni 

enam unit KPP konvensional yang dijadikan KPP Pratama yakni : 

1. KPP Pratama Medan Belawan 

2. KPP Pratama Medan Barat 

3. KPP Pratama Medan Polonia 

4. KPP Pratama Medan Kota 

5. KPP Pratama Medan Timur 

6. KPP Pratama Binjai 

Dua KPP baru yang dibentuk adalah : 

1. KPP Pratama Medan Petisah 

2. KPP Pratama Lubuk Pakam 

KPP Pratama Lubuk Pakam sebelumnya adalah Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi san Bangunan Lubuk Pakam yang berada dibawah organisasi Kanwil 

Sumut II. Sejak dileburnya ketiga jenis Kantor Pelayanan Pajak menjadi satu, 

maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bagunan Lubuk Pakam berubah menjadi 



11 
 

 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dan berada dibawah organisasi 

Kanwil Sumut I. 

Sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-

95/PJ/2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Saat Mulai Operasi (SMO) KPP Pratama 

di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I, KPP Pratama Lubuk Pakam berada 

dibawah lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I yang membawahi seluruh 

wilayah Kabupaten Deli Serdang. 

Penentu lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) 

merupakan salah satu faktor terpenting dalam memberikan kemudahan pelayanan 

kepada wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pajak terletak di Jl. 

P.Diponegoro No. 42-44, sebelum akhirnya dipindah ke Jalan P. Diponegoro No 

30 A Medan. Kantor pemerintah ini disesuaikan dengan rencana Tata Ruang 

Wilayah, ini juga memudahkan pengawasan dan memberikan pelayanan terhadap 

Wajib Pajak dalam membayar Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk 

Pakam dikepalai oleh seorang kepala kantor yang terdiri atas sub Bagian Umum 

dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang kepala seksi. Agar 

dapat lebih jelas dan transparan tentang keadaan dari Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Lubuk Pakam, maka penulis akan menggambarkan kedudukan, tugas, 

fungsi dan struktur organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam. 

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah : 

1. Sunggal   12. Kutalimbaru 

2. Labuhan Deli   13. Namorambe 

3. Pancur Batu   14. Batangkuis 

4. Deli tua   15. Tanjung Morawa 
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5. Beringin   16. Pagar Merbau 

6. Lubuk Pakam   17. Hamparan Perak 

7. Gunung Meriah  18. Patumbak 

8. Percut Sei Tuan  19. Sibolangit 

9. STM Hulu    20. Sibiru-biru 

10. Galang   21. Pantai Labu 

11. Bangun Purba  22. STM Hilir 

12.  Kutalimbaru 

b. Visi dan Misi KPP Pratama Lubuk Pakam  

Visi 

Menjadi institusi pemerintahan yang menyelengarakan sistem 

administrasi perpajakkan modern yang efektif, efisien, dan profesionalisme yang 

tinggi. 

Misi 

Menghimpun Pemerintahan pajak negara berdasarkan undang-undang 

perpajakkan yang mampu mengwujudkan kemandirian pembiayaan angaran 

pendapatan belanja negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakkan yang 

efisien dan efektif. 

1. Visi dan penjelasan nya 

Sebagaimana kebijakan yang telah dicanangkan oleh kantor pusat 

direktorat Jendral Pajak, visi kantor pelayanan Pajak Pratama lubuk Pakam adalah 

“Menjadi model pelayanan masyarakat yang dipercaya dan dibanggakan 

masyarakat”. 
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Visi tersebut merefleksikan cita-cita Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Lubuk Pakam untuk menjadi publik service yang berstandar tinggi baik dan sisi 

kualitas aparat maupun manajemennya sehingga eksistensi dan kinerjanya mampu 

memenuhi harapan masyarakat sebagai institusi yang memiliki citra baik dan 

bersih. 

2. Misi dan penjelasannya 

Misi direktorat Jenderal Pajak menjadi 4 aspek , yaitu : 

a). Misi Fiskal, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak 

yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahaan 

berdasarkan undang-undang Perpajakkan dengan tingkat efektifitas dan 

efesiensi yang tinggi. 

b). Misi Ekonomi, yaitu mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam 

mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakkan 

yang meminimalkan disitorsi. 

c).  Misi politik, yaitu mendukung proses demokrasi bangsa. 

d). Misi Kelembagaan, yaitu senantiasa memperbaharui diri selaras dengan 

aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakkan serta administrasi 

perpajkkan yang muktahir. 

Misi tersebut sebagai salah satu pernyataan tujuan keberatan 

(eksistensi). Tugas, Funngsi, Peranan, dan tanggung jawab Direktorat Jendral 

Pajak maupun kantor pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-undang dan peraturan serta kebijakian pemerintahan 

dengandijiwai prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategi organisasi diberbagai bidang. 
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c) Makna Lambang Direktorat Jenderal Pajak 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Menggunakan Logo 

Direktorat Jenderal Pajak sebagai logo perusahaan, dikeneka seluruh kantor 

Pelayanan Pajak Pratama berada dibawah maungan Direktorat Jenderal Pajak. 

Adapun logo dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah sebagai 

berikut 

 

 

 

Gambar : logo Kementrian Keuangan 

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak 

1. Keterangan Umum  

Motto   : Negara Dana Rekca 

Bentuk : Segi lima dengan ukuran 5 cm dan 7 cm 
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2. Makna 

a). Ruang segi lima berwarna biru ketimahan melambangkan Dasar Negara 

Republik Indonesia 

b). Pada sebanyak 17 butir berwana kuning emas dan kapas sebanyak 8 butir 

denngan sususnan empat buah melengkung 5, berwarna putih dan 

kelopak berwarna hijau. Keduanya melambangkan cita-cita indonesia 

sekaligus diberi arti tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia. 

c). Ganda berwarna kuning emas melambangkan daya upaya menghimpun, 

mengarahkan dan mengamankan keuangan negara. 

 3. Arti Keseluruhan 

Makna dari seseluruhan tersebut sesuai dengan motto “Negara Dana 

Rekca“ yaitu ungkapan suatu daya yang mempersatukan dengan menyerasikan 

dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Deortemen Keuanagan. 

d) Oprasional Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama lubuk Pakam 

Kantor Pelayanan dipimpin oleh seorang kepala kantor yang bertugas 

melaksanakan kegiatan oprasional pelayanan perpajakkan dalam daerah 

wewenangnya berdasarkan teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. 

Berikut kedudukan, tugas dan fungsi kantor Pelayanan Pajak meluputi : 

1. Kedudukan  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah instansi 

pemerintah direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

langsung oleh kepala Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak Sumatera Utara 

dan di pimpin oleh seorang Kepala kantor Pelayanan Pratama Lubuk Pakam. 
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2. Tugas 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/ 2009 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam mempunyai tugas untuk 

melaksanakan penyuluhan, Pelayanan dan pengawasan Wajib pajak dibidang PPh, 

PPN PPnBM, PBB dan pajak langsung lainnya dalam wewenangnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Fungsi KPP Pratama Lubuk Pakam  

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama lubuk pakam menyelenggarakan 

fungsi:  

 Pengumpulan, pencairan, dan pengelolahan data, pengamatan 

potensiperpajakkan, penyajian informasi perpajakkan, penetapan dan 

penerbitan produk hukum perpajakkan. 

 Pengadministrasikan dokumen dan bekas perpajakkan, penerimaan dan 

pengelolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. 

 Penyuluhan perpajakkan. 

 Penata usahaan piutanng pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 

 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. 

 Pengawasaan kepatuhan kewajiban perpajkaan wajib pajak  

 Pelaksanaan konsultasi perpajakkan  

 Pelaksanaan intensifikasi dan Ekstrensifikasi  

 Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak. 

e) Sruktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam 

Stuktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 
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menjalankan kegiatan oprasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi 

mengambarkan dengan jelas permisahan kegiatan antara bagian yang satu dengan 

bagian yang lain dan bagaimana dengan hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi 

dalam struktur organisasi 

 

STRUKTUR ORGANISASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) 

PRATAMA LUBUK PAKAM 

 

 

f)  Deskripsi Tugas 

Adapun tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut : 

 Kepala Kanwil direktorat Jenderal Pajak  

Tugas Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak adalah : 

1. Memberikan bimbingan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di 

Direktorat Jenderal Pajak yang ada diwilayah wewenangnya. 
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2. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerima dibidanng 

perpajakkan. 

3. Pemantauan, pengolahan, dan penyajian informasi perpajakkan 

registrasi dan evaluasi data wajib pajak serta pembinaan potensi 

perpajakkan. 

4. Bimbingan penyuluhan dan pelaksanaan kerjasama perpajakkan. 

5. Penyelesaian permohonan keberatan, peninjauan kembali dan 

pembetulan Surat Ketetapan Pajak. 

6. Pelaksanaan Urusan Banding Wajib Pajak. 

7. Bimbingan pelaksanaan kebijakkan teknis pemeriksaan, penyidikan dan     

penagihan pajak.  

8. Pemeriksaan da penagihan pajak. 

9. Pengawasan dan pelaksanaan atas pelayanan, penyuluhan, pemeriksaan, 

penyidika, dan penagihan pajak. 

10. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah. 

 Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam 

Tugas kepala kantor mengingat KPP Pratama Lubuk Pakam 

pengabungan dari KPP, KPPBM, dan karipka maka kepala kantor KPP 

Pratama Lubuk Pakam mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan 

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan 

pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenang nya berdasarkan 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

 Sub Bagian Umum 
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Sub bagian umum terdiri dari 3 bagian yaitu : 

1.  Tata usaha dan Kepegawaian  

Tugasnya adalah menyelenggarakan tugas pelayanan dibidang tata 

usaha dan kepegawaian dengan cara melakukan pengurusan surat, 

pengetikan dan pegadaian, penataan berkas, penyusunan arsip, tata usaha 

kepegawaian dan peniriman laporan agar dapat menunjanng kelancaran 

tugas kantor itu sendiri. 

2.  Keuangan  

Tugasnya adalah menyusun anggaran dan administrasi keuangan untuk 

pembinaan administrasi kantor dan pengajian para pegawai KPP Pratama 

Luubuk Pakam . 

3.  Bagian rumah tangga 

Tugasnya adalah mengurus segala keperluan rumah tangga dan 

keperluan perlengkapan KKP Pratama Lubuk Pakam agar dapat menunjang 

kelancaran tugas Kantor Pelayanan pajak. 

d). Seksi Pengelolahan Data dan Informasi 

Seksi Pengelolahan Data dan Informasi bernama Perlangutan 

Simatupang. Adapun tugas dari seksi adalah mengkoordinir urusan 

pengelolahan data dan pengelolahan  datadan penyajian informasi, pembuatan 

monografi pajak, panggilan potensi perpajakkan serta ektensifikasi wajib pajak 

dan intensifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Seksi pengelolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan, pencarian, pengelolahan data, penyajian informasi, 

pengalokasian pajakbumi dan bangunan dab bea perolehan hak atas tanah dan 
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banguna, pelayanan teknis teknis, pemantauan aplikasi elektronik, 

pengaplikasian sistem manajemen informasi objekpajak (SESMIOP) dan sitem 

iinformasi Geografi (SIG) serta penyajian laporan kerja.  

e). Seksi Pelayanan 

Seksi Pelayanan mempunyai fungsi atau tugas melakukan penetapan 

dan penerbitan produk hokum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan 

berkas perpajakan penerimaan dan  pengolahan surat pemberitahuan, serta 

penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib 

pajak,  serta melakukan kerjasama perpajakan. 

f). Seksi Penagihan 

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 

piutang pajak, penagihan aktif, usulan pembahasan, serta penyimpanan 

dokumen-dokumen penagihan. 

g). Seksi Pemerisaan dan Kepatuhan  

Seksi Pemeriksaan dan kepatuha internal mempunyai tugas 

melakukan penyusunan, pegawasan pelaksanaan, aturan  pemeriksaan, 

penerbitan dan penyaluran surat pemerintah pemeriksa  pajak serta administrasi 

pemeriksaan. 

h). Seksi Ekstensifikasi  

Seksi ekstensifikasi perpajakan mempunyai tugas melakukan 

pengamatan potensi perpajakan, pendataan wajib pajak baru, pendapatan objek  

pajak dan subjek pajak, penilaian objek-objek pajak dalam rangka 

eksteensifikasi. 
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i). Seksi Penngawasan dan Konsultasi I,II ,III IV 

Terdapat 4 (empat) seksi pengawasan dan konsultasi, yaitu : 

  Seksi pengawasan dan konsultasi I menangani wajib pajak yang bergerak 

dibidang jassa. 

 Seksi pengawasan dan konsultasi II menangani wajib pajakyang bergerak 

dibidang industri nonkelapasawitdan karet. 

 Seksi pengawasan dan konsulatasi III menangani wajib pajak yang 

bergerak dibidanng perkebunan. 

 Seksi pengawasan dan konsultasi IV manangani wajib pajakyang 

bergerak dibidang perdangannon kelapa sawitdan karet. 

Seksi pengawasan dan konsultasi terdiri dari  4 kelompok bagian. 

Seksi ini masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan 

kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan dan himbauan kepada wajib 

pajak serta sebagai tempat konsultasi teknis perpajakan penyusunsn profil 

wajib pajak, analisis kerjawajib pajak, melakukan rekonsilasi data wajib pajak 

dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding. 

j). Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri  dari 

Supervisor, ketua Tim, Anggota Tim. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk 

pakam mempunyai dua kelompok fungsional sesuai dengan bidang keahlian 

nya.setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh penjabat fungsional senior 

yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau kepala kantor pelayanan pajak 
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yang bersangkutan. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan  beban kerja. 

g)  Kinerja  Usaha Terkini 

Setiap instansi tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan 

sesuai dengan tujuan instansi, dibutuhkan waktu yang tidak singkat untuk 

mencapai tujuan itu. Begitu juga pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Lubuk Pakam yang telah digariskan dan disusun berdasarkan undang-undang 

dapat terlaksana sesuai peraturan yang ada. Dalam mengwujudkan itu semua 

karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin, dan loyalitas  dalam  

bekerja. Pastinya untuk mendorong mencapai hasil yang terlatih dibidang-

bidangnya. 

h) Rencana Kegiatan 

Adapun rencana kegiatan yang harus dilakukan  oleh KPP Pratama 

Lubuk Pakam  adalah terus melakukan sosialisasi pengenalan pajak kepada 

masyarakat lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan terus 

berupaya meningkatkan kinerja pelayanan pegawai serta melakukan berbagai 

pengembangan meningkatkan kinerja pelayanan pegawai serta melakukan 

berbagai pengembangan alternatif yang dapat memudahkan masyarakat untuk 

melakukan kewajiban perpajakannya demi mengembalikan kepercayaan 

masyarakat untuk membayar pajak dan menyadari pentingnya membayar pajak 

yang berperan penting untuk meningkatkan penerimaan negara dan 

pengembangan pembangunan negara untuk mencapai tujuan negara 

mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat indonesia. 
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C. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan 

a) Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Lapangan  

Selama melakukan kegiatan Program Pengalaman Lapangan di kantor 

pelayanan pajak pratama lubuk pakam, beserta PPL memiliki peraturan yang 

sama denngan pegawai kantor KPP Pratama Lubuk Pakam tanpa ada 

perbedaan diantara keduanya. 

Pegawai kantor dan peserta PPL lainnya masuk pukul 07:30 sampai 

pukul 12:00, kemudian pegawai kantor dan peserta PPL diberikan waktu 

istirahat selama 01:30 sebelum masuk kembali pukul 13:30 siang, dan tepat 

waktu pukul 17:00semua kegiatan kantor pelayanan pratama lubuk pakam 

kemudian pegawai kantor dan peserta PPL diperbolehkan untuk pulang. 

Selama satu bulan berada dikantor pelayanan pajak Pratama Lubuk 

Pakam penulis sering diberikan tugas oleh pegawai kantor KPP Pratama Lubuk 

Pakam, adapun kegiatan yang diberikan antara lain : 

 Melakukan perekaman terhadap SPT. 

 Melakukan pembuatan dan penyampaian Surat Setoran Pajak (SSP) dan 

Surat Perhitungan (SPh). 

b)  Prosedur Kerja Program Pengalaman Lapangan 

1. Melakukan Perekaman SPT 

Dalam melakukan perekaman terhadapap SPT Pajak tersebut, penulis 

melakukan  membuka internet explorer kemudian pilih menu favorite lalu pilih 

pengelolahan SPT. Setelah memilih pengelolahan SPT penulis diminta untuk 

memasukan nomor kepegawaian dan password itu hanya instruktur seksi 

pengelolahan data dan informasi yang lalu dan nomor kepegawaian dan 
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password yang sangat rahasia tidak ada yang boleh tahu kecuali pegawai 

tersebut. Kemudian penulis mengetikan NPWP lalu tekan enter setelah itu pilih 

rekam dengan tujuan untuk mengetahui sudah direkam atau belum SPT Wajib 

Pajak. 

a). Melakukan pembuatan dan penyampaian Surat Setoran Pajak (SSP) dan 

SUrat perhitungan (SPh). 

  Kepala Seksi Pengelolahan Data  dan informasi menugaskan pelaksana 

membuat SPh kirim untuk  mengirim SSP lembar ke 2 milik KPP lain dan 

Ke KPP yang bersangkutan dengan menggunakan surat pegantar. 

 Pelaksanaan Seksi Pengolahan data dan Informasi membuat surat Pengantar 

Perhitungan (SPh) untuk  mengirimkan SPh kirim dibuat dalam 4 rangkap 

dan SSP lembar ke 2 ke KPP yang bersanagkutan selanjutnya 

menyampaikan Kepada Kepala Seksi pengolahaan Data Dan informasi. 

  Kepala Pengolahan Data dan Informasi meneliti dan menandatangani SPh 

Kirim dan SSP lembar ke2 

 Pelaksanaan  Seksi Pengelolahan data dan informasi menata usahakan SPh 

kirim beserta surat pengantarnya. 

  SPh Kirim,Surat pengantar dan SSP lembar ke 2 akan diproses lebih lanjut 

dengan SOP KPP 10-000c tentang tata cara penyampaian dokumen 

c)  Kendala kerja dan upaya untuk memecahkan nya. 

Dalam melakukan program pengalaman lapangan (PPL) dikantor 

pelayanan pajak pratama lubuk pakam, penulis tidak selamanya mulus dan 

lancardalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan kepada penulis oleh 

pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam. 
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Dengna semikian ada beberapa hal yang menjadi kendala dan masalah bagi 

penulis selama melakukan PPL di KPP Pratama Lubuk Pakam yaitu : 

 Penulis sering kali mengalami kekakuan dan ketidak pahaman saat 

diberikan tugas-tugas yang jarang dan bahkan belum pernah dijumpai 

sebelumnya, terutama pada 3 hari pertama berada berada di KPP Pratama 

Lubuk Pakam. 

 Penulis sering kali mengalami kesalahan pada saat mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan oleh pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam 

 Dalam 2 (hari) pertatama dikantor pelayanan pajak tersebut, penulis 

mengalami sedikit kesulitan bersosialisasi dengann pegawai pajak 

khususnya dan peserta PPL umumnya. 

Walaupun penulis banyak mengalami masalah dan kendala selama 

melakukan Program Pengalaman Lapangan tersebut  tapi penulis tidak pernah 

menyerah tetap selalu berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan masalah 

yang ada. adapun beberapa solusi dan upaya yang dilakukan penulis untuk 

menyelesaikan masalah dan kendala tersebut, yaitu : 

1. Saat penulis dihadapkan pada tugas-tugas yang belum pernah dikerjakan 

penulis sebelumnya maka penulis akan menanyakan kepada pegawai pajak 

tentang ketidak pahaman dan ketidak tahuan penulis terhadap tuga-tugas 

yang diberikan. 

2. Melakukann kerjasama dengan peserta PPL lainnya sambil bersosialisasi 

untuk dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh seksi-seksi lainnya. 
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D.  PEMBAHASAN 

Prosedur dalam Melakukan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 

a) Pengertian Surat Setoran Pajak 

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain kekas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk 

oleh menteri keuangan. 

b) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21  

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran 

bulanan yang dilakukan denngan mekanisme pemotonngan atau pemungutan 

yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan 

adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakkan untuk 

memotong atau memungut antara lain yang ditunjuk tersebut adalah badan 

pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelengara kegiatan, bentuk 

usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Untuk subjek 

pajak badan dalam negeri maka diwajibkan juga sebagai pemotong atau 

pemungutan pajak.  

Adapun jenis pemotongan dan pemungutan adalah Pph Pasal 21, PPh 

Pasal  22, PPh Pasal 23, Pph Pasal 26, pph pasal 4 ayat 2, PPh pasl 15, PPN 

dan PPn BM. Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing pajak tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. PPh Pasal 21 adalah Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak 

pemberi penghasilan kepada oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri 

sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. 
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misalnya pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh 

perusahaan pemberi kerja. Wajib Pajak berbentuk badan yang ditunjuk oleh 

UU perpajakkan sebagai pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang 

dibayarkan kepada karayawan maupun yang bukan karyawan nya.Wajib Pajak 

perseorangan dapat juga ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 sepanjang 

ada petunjuk nya dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Selain diwajibkan 

memotong PPh Pasal 21 wajib pajak perseorangan bisa juga dilakukan 

pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterimanya. 

2. PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak yang 

tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan seperti 

penyerahan barang oleh rekannya kepada bendaharawan pemerintah. Impor 

baranng dan kegiatan usaha dibidang-bidang tertentu serta penjualan barang 

yang tergolong sangat mewah. 

Pemungutan PPh Pasal 22 ini antara lain adalah: 

1. Pemungutan PPh atas pembelian barang oleh instansi pemerintah 

2. Pemungutan pph atas kegiatan impor barang 

3. Pemungutan PPh atas produksi barang-barang tertentu misalnya produksi 

baja, kertas, rokok, dan otomotif 

4. Pemungutan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau 

ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir dibidanngn perhutanan, 

perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul. 

5. Pemungutan PPh atas penjualan atas barang yang tergolong mewah. 

Wajib Pajak dapat ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 atau dapat 

juga sebagai pihak yang dipunggut PPh Pasal 22. 



28 
 

 

3. PPh pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi 

penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa deviden, royalti, bunga, 

sewa, dan jasa kepada Wajib Pajak badan dalam negeri dari BUT. 

Wajib Pajak berbentuk badan yang ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 

23 sedangkan wajib pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong PPh 

Pasal 23. Demikian sebaliknya apabila wajib pajak menerima penghasilan 

(pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh pasal 23 maka atas penghasilan 

yang diterima wajib pajak akan dipotong  PPh Pasal 23 oleh si pihak pemotong 

tersebut. 

Contoh nya adalah pemotongan dan perhitunngan PPh Pasal 23 atas jasa 

tertentu (jasa service) mesin atau komputer yang pemotongan nya dilakukan 

oleh wajib pajak berbentuk padan. 

4. PPh Pasal 26 adalah pemotonagn pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi 

penghasilan sehubungann dengan pembayaran berupa deviden, bunga, royalti, 

hadiyah dan penghasilan lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri. Wajib pajak 

baik yang berbentuk perseorangan maupun badan yang ditunjuk untuk 

memotong PPh Pasal 26. 

Contoh adalah pemotongan dan perhitungan  PPh Pasal 26 atas penghasilan 

tertentu (royalti) yang dilakukan oleh wajib pajak berbentuk badan. 

5. PPh Final (Pasal 4 ayat 2) aadalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh 

pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek 

tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa kontruksi, pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bagunan dan lainnya. Yang dimaksud final disinin bahwa 

pajak yang dipotong dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar 
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sendiri oleh pihak penerima penghasilan, perhitungan pajaknya sudah selesai 

dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam perhitungan pajak penghasilan pada 

SPT Tahunan. 

Wajib Pajak berbentuk bandan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 

ayat (2), sedangkan wajib pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong 

PPh Pasal 4 ayat (2). Demikian sebaliknya apabila wajib pajak menerima 

penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan 

memberi penghasilan (pemberi kerja ) juga merupakan pemotong  PPh Pasal 4 

ayat (2) maka atas penghasilan yang diterima wajib pajak akan dipotong PPh 

Pasal 4 ayat (2) dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi bukan 

pemotong maka wajib pajak tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat 

(2) tersebut. 

6. PPh Pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak 

pemberi penghasilan kepada wajib pajak tertentu yang menggunakan norma 

perhitungan khusus. 

Wajib pajak tetentu tersebut adalah perusahaan pelayaran atau 

penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan 

pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaa daging asing, perusahaa 

yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan. 

Wajib pajak berbentuk badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15 

sedangkan wajib pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 

15. Demikian sebaliknya apabila wajib pajak menerima penghasilan yang 

merupakan objek pemotongan PPh Pasal 15 dan pemberi penghasilan (pemberi 

kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 15maka atas penghasilan yang 
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diterima wajib pajak akan dipotong PPh Pasal 15 oleh si pihak pemotong. 

Namun apabila wajib pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh 

Pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi bukan pemotong 

maka wajib pajak tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 tersebut. 

7. PPN dan PPnBM adalah pemungut PPN dan PPnBM oleh pengusaha kenak 

pajak (PKP) atau pemungutan yang ditunjuk misalnya bendahara pemerintah 

barang dan/atau jasa kena pajak. 

Pengusaha kena pajak yang ditunjuk untuk memungut PPN dan 

PPnBM adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto (omzet) melebih   

Rp.600.000.000 setahun atau pengusaha yang memiliki sendiri untuk 

dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 

Wajib pajak baik berbentuk perseorangan maupun badan yang telah 

dikukuhkan pengusaha kena pajak, wajib memungut PPN dan juga PPnBM bila 

barang yang diserahkan tergolong mewah dari pembeli atau pemakai jasanya. 

Wajib pajak juga wajib membayar PPn dan PPnBM bila mengkomsumsi barang 

atau jasa dari pengusaha kena pajak. 

Apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh Undang-undang 

perpajakan untuk melakukan pemotongan atau pemunggutan tidak melakukan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi 

berupa bunga 2 % dan  kenaikan 100%.  

c)  Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran PPh Pasal 21 

Sebagai mana telah diatur dalam pasal 10 ayat (1)  Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Tata Cara 

Perpajakkan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
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Undang-Undanng Nomor 16 Tahun 2009 bahwa setiap wajib pajak wajib 

membayar atau menyetor pajak yanng terutanng denngan menggunakan surat 

setoran pajak ( SSP ) kekas negara melalui tempat pembayaran yang diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).  

Definisi jatuh tempo menurut kamus besar bahasa indonesia adalah 

batas waktu pembayaran atau penerimaa sesuatu dengan yang telah ditetapkan 

sudah lewat waktunya: kadaluwarsa. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU KUP yang 

diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri keuangan nomor 184/PMK.03/2007 

bahwa pembayaran dan penyetoran pajak mempunyai batas tanggal jatuh tempo.          

d).  Sanksi Keterlambatan Pembayaran dan Penyetoran Pajak 

Dalam wajib pajak melakukan pembayaran dan penyetoran tidak tepat 

pada waktunya . maka wajib pajak akan dikenakan sanksi keterlambatan berupa: 

pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai 

dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.atas 

keterlambatan tersebut kantor pajak akan menerbitkan surat Setorann Pajak (SSP) 

yang diatur dala pasal 14 UU KUP atas STP tersebut wp harus melunasi dalam 

jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

Contoh kasus 

 PT A melakukan kewajiban penyetoran PPh Pasaln21 bulan april 2017 sebesar 

Rp. 20.500.000.- yang disetorkan pada tanggal 12 mei 2017. Apakah PT. A 

dikenakan sanksi penyetoran pajak tersebut ? 
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Jawaban : tanggal jatuh tempo penyetoran PPH Pasal 21 adalah tanggal 10 

bulan berikutnya, akan tetapi karena pada tanggal 10 mei 2017 jatu pada hari 

sabtu, maka jatuh tempo penyetoran bergeser menjadi tanggal 12 mei 22017. 

Jika dilihat pada contoh kasus PT. A melakukan penyetoran PPh Pasal 21 tepat 

pada tanggal jatuh tempo sehingga tidak dikenakan sanksi bunga. 

 PT. B melakukan kewajiban penyetoran PPh Pasal 25 Bulan apri 2017 sebesar 

Rp. 45.000.000,- yanng disetorkan pada tanggal 16 mei 2017. Apakah PT. B 

dikenakan sanksi atas penyetoran pajak tersebut? 

Jawaban : Tanggal jatuh tempo penyetoran penyetoran PPh Pasal 25 adalah 

tanggal 15 bulan berikut. Jika dilihat pada contoh kasus PT.B melakukan 

penyetoran PPh Pasal 25 melalui batas ketentuan yaitu melewati tanggal 15 

sehingga PT. B dikenakan sanksi bunga sebesar 2 %.keterlambatan satu hari ini 

dibulatkan keatas menjadi bulan sehingga sanksi administrasi berupa bunga 

adalah 2% x 1 bulan x Rp. 45.000.000,- = Rp. 900.000,- 

 PT. C melakukan kewajiban penyetoran PPN bulan juli 2017 yang menunjukan 

Kurang Bayar sebesar RP. 150.000.000,- yang disetorkan pada tanggal 03 

oktober 2017. Apakah PT.C dikenakan sanksi atas penyetoran pajak tersebut ? 

Jawaban : Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran PPN adalah akhir bulan 

berikutnya setelah masa pajak setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT 

masa PPN disampaikan. Jika dilihat pada contoh kasus , PT C melakukan 

penyetoran PPN melebihi batas ketentuan yaitu tanggal 31 agustus 2017 

sehingga PT.C dikenakan sanksi bunga sebesar 2% untuk 2 bulan. 

Keterlambatan untuk satu bulan september ditambah tiga hari pada bulan 

oktober yang dibulatkan keatas menjadi satu bulan sehingga sanksi 
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administrasi berupa bunga adalah  : 2% x 2 buan x Rp. 150.000.000,- =Rp. 

6.000.000,- 

e) Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang perpajakkan, surat 

pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak 

didalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak 

yang sebenarnya terutang. Selain Surat pemberitahuan berfungsi untuk 

melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak 

sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang 

dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut, melaporkan harta dan 

kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan dan pemungut tentang 

pemotongan dan pemunggutan pajak yanng telah dilakukan. 

Sehingga surat pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting 

baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke 

KPP atau KP2KP dimana wajib pajak terdaftar. 

SPT dapat dibedakan sebagai berikut : 

1. SPT Masa yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas 

pembayaran pajak bulanan.  

Ada beberapa SPT Masa yaitu : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, 

PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPn dan 

PPn BM, serta pemungutan PPN. 

2. SPT Tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan.  

Ada beberapa jenis SPT Tahunan : wajib pajak badan dan wajib pajak 

oranng pribadi. 
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SPT dikenakan denda sebesar RP. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ), 

sedangkan untuk keterlambatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi khususnya 

mulai tahun pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu 

rupiah) dan SPT tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.- 

(satu juta rupiah ).  
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian pada bab sebelumnya dan kegiatan yang telah 

dilaksanankan selama PPL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. 

Penulis menyimpulkan bahwa yaitu : 

1. Prosedur dalam melakukan penyetoran pajak PPh Pasal 21 adalah bukti 

pembayaran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain kekas Negara melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh menteri keuangan. 

2. Menghitung pajak dari jauh hari dapat mengantisipasikan sesuatu yang tidak 

diinginkan. 

3. sanksi yang diatur dalam UU KUP bertujuan untuk  mengatur Wajib Pajak agar 

semua Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran tepat pada 

waktunya. 

4.  Hal ini merupakan strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan tex ratio 

agar Wajib Pajak menjadi  patuh dan taat terhadap aturan perpajakan yang 

telah dibuat oleh pemerintah. 

B. Saran  

Dalam pembuatan laporan ini penulis wajib untuk memberikan beberapa 

saran untuk lebih memajukan dan meningkatkan p[roduktifitas Instansi 

Pemerintah. adapun saran-saran antara lain : 
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1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam senatiasa meningkatkann 

kedisiplinan dan keyamanan kepada Wajib Pajak. 

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam sebaiknya lebih tegas lagi 

dalam mensosialisasikan prosedur melaksanakan kewajiban perpajakkan 

sehingga dapat meningkatakan penerimaan Negara. 

3. Meningkatkan jumlah pegawai yang mempunyai pengetahuan dan keahlian 

serta berkompeten untuk dapatmemberikan pelayanan yang optimal kepada 

wajib pajak yang menjadi tanggung jawab dalam memenuhikewajiban 

perpajakkan. 
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